






9. Komisi X DPR RI menekankan kembali kepada Kemendikbudristek RI untuk:
a. Adanya kebijakan mengenai hak guru yang seimbang baik guru di sekolah

negeri maupun swasta.
b. secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap

perundungan di satuan pendidikan dan meningkatkan
pendampingan terhadap para korbannya, serta meningkatkan
dengan K/L lain dan organisasi kemasyarakatan.
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c. segera melakukan asesmen terhadap satuan pendidikan yang infrastruktur
pendidikannya tidak layak dan segera melakukan langkah tindak lanjut untuk
menyelesaikannya agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran PIP, khususnya
terkait lembaga penyalur.

e. setiap satuan pendidikan wajib memiliki tenaga kependidikan yang jelas
status kepegawaiannya.

f. Melakukan evaluasi terhadap permasalahan terkait GTK PPPK, seperti guru
yang lulus tapi tanpa penempatan, gaji yang belum dibayar, lulus tapi belum
dalam SK, dan komitmen pemda yang rendah untuk pengangkatan.

10. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek untuk menyampaikan
jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum terjawab, paling
lambat 21 November 2023
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